BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ o /2025

TENTANG

PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka menciptakan dan meningkatkan
budaya sadar hukum bagi masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan  diperlukan pembinaan  dan
partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dan masyarakat;

bahwa untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum
perlu menetapkan Desa atau Kelurahan Binaan Sadar
Hukum di Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan
Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.0O1-
PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.0O1-
PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar
Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);
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10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Desa dan Kelurahan Binaan Sadar Hukum di
Kabupaten Tabalong, dengan daftar sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Desa dan Kelurahan Binaan Sadar Hukum akan
diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk
mendapatkan persetujuan menjadi Desa dan Kelurahan Binaan
Sadar Hukum di Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 4 War
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan
di Banjarmasin.
3. Camat Upau di Upau.
4. Camat Murung Pudak di Murung Pudak.
5. Camat Tanjung di Tanjung.
6. Camat Muara Uya di Muara Uya.
7. Kepala Desa Masingai II di Masingai II.
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. Kepala Desa Kapar di Kapar.

. Kepala Desa Juai di Juai.

. Kepala Desa Kambitin Raya di Kambitin Raya.
11. Kepala Desa Garunggung di Garunggung.
12. Kepala Desa Ribang di Ribang.
13. Lurah Belimbing Raya di Belimbing Raya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
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TANGGAL < Alojee 2oze

DAFTAR DESA DAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
DI KABUPATEN TABALONG

NO. DESA/KELURAHAN KECAMATAN

1. | Desa Masingai II Kecamatan Upau

2. | Desa Kapar

Kecamatan Murung Pudak
3. | Kelurahan Belimbing Raya

4. | Desa Juai

S. | Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung

6. | Desa Garunggung

7. | Desa Ribang Kecamatan Muara Uya
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